BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal
75 ayat (2) larangan aborsi dapat dikecualikan dengan alasan (a) indikasi
kedaruratan medis yang atau (b) kehamilan akibat perkosaan, yang
dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam pengaturan
perlindungan anak dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomoer 23 tahun 2009 tentang
Perlindungan Anak pada bagian menimbang bahwa setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamantkan
didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimana Indonesia
berada dijalan tengah antara pro-life dan pro-choice dalam aturan di
Indonesia sehingga pertentangan norma terjadi karena Indonesia berada
pada jalan tengah.

2. Maka untuk pelaksanaan terkait pengaturan tentang aborsi harus ada
kesimbangan antara pro-life dan pro-choice sehingga kepentingan ibu
dan anak tidak terabaikan dan dapat seimbang terkait dengan pro-life

dan pro-choice.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan bahwa penegak hukum
harus lebih selektif dan cermat dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh ibu
yang ingin melakukan aborsi apakah sudah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang sudah diatur mengenai aborsi yang sudah diatur didalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta apakah
yang dilakukan hanya berkedok abortus provocatus medicinalis dan jika
terbukti ibu melakukan abortus provocatus criminalis yang dilakukan
dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka harus dikenakan
hukum pidana sesuai dengan yang sudah diatur didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).
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